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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2013
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA

BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan
Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan  Menteri
Kesehatan tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di
Lingkungan Kementerian Kesehatan;

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Menetapkan :

1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2797);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5258);

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang
Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 200);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VI11/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 141);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

(1)
(2)
(3)

(4)

3 2013, No.1518

Tunjangan Kinerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawali
berdasarkan kehadiran dan Prestasi Kerja dalam bentuk uang selain
gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku
nasional yang ditetapkan pemerintah.

Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya
disebut Pegawai adalah pegawai negeri dan pegawai lainnya yang
berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam
suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di
lingkungan Kementerian Kesehatan.

Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai
pada satuan organisasi sesuai Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku
kerja.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.

Buku Kendali adalah buku yang digunakan untuk mencatat dan/atau
merekap kehadiran Pegawai.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.

BAB Il
PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan
terhitung mulai bulan Juli 2013.

Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan yang diangkat sebagai
pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan
kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada
kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) lebih besar dari pada tunjangan Kkinerja pada kelas
jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada
jenjangnya.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

a.
b.

Pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan;
Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
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Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan
uang tunggu (belum diberhentikan sebagai pegawai negeri);

Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain
di luar lingkungan Kementerian Kesehatan;

Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam
bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pension; dan

Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan
remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012.

BAB 111
POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu
Komponen Perhitungan

Pasal 4

Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan:

a.
b.

kehadiran; dan
Prestasi Kerja;

Sesuai kelas jabatan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Kehadiran

Pasal 5
Kehadiran dihitung berdasarkan:
a. hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi; dan/atau
b. hari penugasan di luar satuan organisasi.

Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan
selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin
sampai dengan hari Jumat.

Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan
selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat
dalam 1 (satu) minggu terhitung:

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.30 - 16.00
waktu istirahat > Pukul 12.00 - 13.00;
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b. hari Jumat : Pukul 07.30 - 16.30
waktu istirahat : Pukul 11.30 - 13.00.
Pasal 6

Ketentuan hari dan jam Kkerja:

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak
berlaku untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan
oleh pemerintah;

untuk satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang
tugasnya bersifat khusus diatur dengan Peraturan Menteri;

bagi Pegawai yang menjalani:
1. pendidikan dan pelatihan; dan
2. tugas belajar;

disesuaikan dengan hari dan jam pelaksanaan kegiatan tersebut serta
dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi tempat kegiatan
tersebut diselenggarakan.

Pasal 7

Setiap Pegawai wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat kerja
dalam satuan organisasi masing-masing sesuai ketentuan hari dan
jam kerja.

Pegawai yang terlambat hadir di tempat kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam batas waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30
(tiga puluh) menit diwajibkan mengganti sebanyak jumlah menit
waktu keterlambatan pada hari yang sama.

Pasal 8

Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik
pada setiap kehadiran di tempat kerja dalam satuan organisasi
masing-masing.

Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.

Rekam kehadiran secara manual dapat dilakukan jika:

a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik
mengalami kerusakan/tidak berfungsi;

b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara
elektronik;

c. terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam
dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam
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